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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 

yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga 

SHQXOLVDQ� EXNX� ´+XNXP� /LQJNXQJDQ� GDQ� .HEHQFDQDDQµ�

dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis 

menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari 

berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk 

menyelesaikan buku ini. Oleh karena itu, penulis 

mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang 

telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa 

hadir di hadapan pembaca. 

Adapun buku ini terdiri dari 8 bab, yaitu bab 1 tentang 

hukum lingkungan di Indonesia, bab 2 tentang 

perkembangan sejarah hukum lingkungan di Indonesia,  

bab 3 tentang hukum lingkungan dan pengaruh 

perkembangan ekonomi, bab 4 tentang peran masyarakat 

adat pada kelestarian lingkungan, bab 5 tentang hukum 

lingkungan dalam perkembangan global di Indonesia, bab 6 

tentang lingkungan hidup dan undang-undang cipta kerja, 

bab 7 tentang masalah dan penanganan kebencanaan di 

Indonesia, dan bab 8 tentang hukum lingkungan dalam 

bingkai administrasi, perdata dan pidana. 

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik 

dan saran pembaca demi kesempurnaan buku ini 

kedepannya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, 

mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi para pembaca. 
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BAB 

1 HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA 

 

A. Pengertian Hukum Lingkungan 

Pada umumnya yang dimaksud dengan hukum 

adalah keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah dalam 

suatu kehidupan bersama, dalam kata lain hukum adalah 

keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang 

isinya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak 

dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang 

SHODNVDQDDQ� SHUDWXUDQ� WHUVHEXW� ´GDSDWµ� GLSDNVDNDQ�

dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.1 

Hukum Lingkungan merupakan terjemahan dari 

istilah Enviromental Law (dalam bahasa inggris), Millieu 

Recht (bahasa Belanda), yang sama mempunyai makna 

yaitu hukum yang mengatur tatanan lingkungan yang ada 

di sekitar manusia. Hukum Lingkungan menurut 

Soedjono adalah hukum yang mengatur tatanan 

lingkungan hidup, dimana lingkungan mencakup semua 

benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada 

dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta 

kesejahteraan manusia dan jasad- jasad hidup lainnya.2 

 

1  RM Gatot Soemartono, 1991, mengenai hukum lingkungan 

Indonesia, sinar grafika, Jakarta, Hlm, 23. 
2  Soejono dirdjosisworo, 1983, pengaman hukum terhadap pencemaran 

lingkungan akibat industri, alumni, bandung, Hlm. 29 

HUKUM LINGKUNGAN 
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BAB 

2 PERKEMBANGAN SEJARAH HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA 

 

A. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Lingkungan 

Hidup 

Awalnya pembinaan lingkungan hidup dari segi 

yuridis di Indonesia secara konkrit tertuang dalam 

Keputusanm Menteri Negara Pengawasan Pembangunan 

Dan Lingkungan Hidup No.KEP-006//MNPPLH/3/1979, 

tentang pembentukan kelompok kerja dalam Bidang 

Pembinaan Hukum dan Aparatur dalam Pengelolaan 

Sumber Alam dan Lingkungan Hidup (Pokja 

Hukum).Pokja hukum ini bertugas menyusun rancangan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur 

ketentuan-ketentuan pokok tentang Tata pengelolaan 

sumber alam dan lingkungan hidup.Hasil karya pokja 

tersebut merupakan konsep rintisan dari Rancangan 

Undang-undang Pengelolaan lingkungan hidup. Setelah 

mengalami pembahasan dan saran berbagai pihak bulan 

Maret tahun 1981, RUU tersebut disempurnakan oleh 

suatu tim kerja Kantor Menteri Negara PPLH. 

Perbaikan konsep RUU hasil tim kerja tersebut 

kemudian diajukan ke forum antar departemen tanggal 16 

s.d. 18 Maret tahun 1981, untuk dibahas dan memperoleh 

persetujuan dari menteri yang bersangkutan. Akhirnya 

RUU tentang Ketentuan- ketentuan Pokok pengelolaan 

lingkungan hidup berhasil diajuka kepada siding DPR 

PERKEMBANGAN SEJARAH 

HUKUM LINGKUNGAN  

DI INDONESIA 
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BAB 

3 HUKUM LINGKUNGAN DAN PENGARUH PERKEMBANGAN EKONOMI 

 

A. Pengaruh Hukum Lingkungan Pada Perekonomian 

Indonesia 
Kepastian hukum dan jaminan stabilitas ekonomi 

sangat penting dilakukan untuk menjaga pergerakan roda 

perekonomian suatu negara. Adapun rumusan masalah 

yang dirumuskan menjadi tititk permasalahan adalah 

bagaimana penegakan hukum lingkungan di Indonesia 

pada studi kasus kebakaran hutan di Indonesia dan 

Bagaimana pengaruh penegakan hukum lingkungan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.22 

Penegakan hukum dilakukan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang sangat 

perlu di perhatikan adalah komitmen pejabat tertinggi 

yang bertangung jawab terhadap maju mundurnya suatu 

negara. Rekomendasi penegakan hukum harus dilakukan 

sesuai peraturan perundang-undangan tanpa melihat latar 

belakang perusahaan atau individu sehingga kepastian 

 

22  Akhmaddhian, S. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan dan 

Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 

(Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). UNIFIKASI: Jurnal Ilmu 

Hukum, 3(1). 
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BAB 

4 PERAN MASYARAKAT ADAT PADA KELESTARIAN LINGKUNGAN  

 

A. Kerusakan Hutan Dan Ekosistem Akibat Pembalakan 

Liar 

Hutan memiliki peranan penting yang bukan hanya 

sebagai penyeimbang iklim global tetapi juga sebagai 

sumber pembangunan ekonomi dan sumber kehidupan 

masyarakat (Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, 2016). Hutan menjadi media hubungan timbal 

balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan 

faktor-faktor alam dari proses ekologi yang mendukung 

keberlangsungan kehidupan.31 Dengan demikian, 

kehidupan manusia pada dasarnya berhubungan erat 

dengan lingkungan alam karena bergantung pada 

ekosistem yang menjamin keberlangsungan hidupnya. 

Akan tetapi, saat ini kerusakan lingkungan alam menjadi 

isu utama dengan berbagai kondisi yang mengancam 

kualitas lingkungan hidup. 

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(2016) menegaskan bahwa wilayah Indonesia sekitar 60% 

adalah hutan. Luas hutan tropisnya mencapai 134 juta 

hektar pada tahun (2011) dan merupakan hutan tropis 

 

31  Reksohadiprojo,S.B. 2000, Ekonomi Lingkungan, II. ed. 

Yogyakarta: BPFE Yogyakarta 
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BAB 

5 HUKUM LINGKUNGAN DALAM PERKEMBANGAN GLOBAL DI INDONESIA  

 

A. Pengaruh Global Hukum Lingkungan 

Masalah lingkungan hidup global merupakan 

refleksi masyarakat internasional terhadap terjadinya 

kerusakan dan pencemaran lingkungan yang melanda 

dunia akibat adanya pembangunan. Dapat dirumuskan 

permasalahan pada bagaimana dampak global konvensi 

hukum lingkungan internasional terhadap hukum 

lingkungan di Indonesia. Konfrensi-konfrensi 

internasional di bidang lingkungan hidup global, tentunya 

akan berpengaruh terhadap politik hukum Indonesia di 

bidang lingkungan. Kebijakan pemerintah meratifikasi 

berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan 

perlindungan terhadap lingkungan. Kebijakan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan memberikan 

konsep pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. 

Instrumen hukum lingkungan yang ada hendaknya 

ditegakkan secara konsisten khususnya dalam penegakan 

hukum lingkungan. Pentingnya kesadaran dari semua 

komponen bangsa untuk membangunan negara Indonesia 

dengan bersandar pada pembangunan lingkungan yang 

berkelanjutan.43 

 

43  Yanuarsi, S. (2019). Pengaruh Global Terhadap Hukum 

Lingkungan Di Indonesia. Solusi, 17(3), 258-268. 

HUKUM LINGKUNGAN 

DALAM PERKEMBANGAN 

GLOBAL DI INDONESIA 



111 

BAB 

6 LINGKUNGAN HIDUP DAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA 

 

A. Problematika Undang-Undang Cipta Kerja  

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja resmi 

disahkan dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 5 

Oktober tahun 2020. Meskipun sudah disahkan, namun 

naskah Rancangan Undang-Undang cipta kerja masih 

berkali-kali mendapatkan revisi baik jumlah halaman 

maupun penghapusan beberapa pasal. Proses finalisasi 

telah selesai pada Senin, 12 Oktober tahun 2020. Jumlah 

halamannya bertambah banyak dari pada naskah yang 

beredar sebelumnya dari 905 halaman menjadi 1.035 

halaman. Meskipun diwarnai protes dan penolakan dari 

berbagai lapisan masyarakat yang terus menyuarakan 

ketidaksetujuannya karena prosedur dan substansi yang 

bermasalah, tertanggal 2 November tahun 2020, 

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sudah resmi 

diundangkan menjadi Undang-Undang no 11 tahun 2020, 

tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja). 

Jumlah halaman final berubah lagi menjadi 1.187 lembar, 

dengan tanda tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Pemerintah menyebut Undang- Undang Cipta kerja 

ini adalah sebuah terobosan hukum. Dengan teknik 

Omnibus Law, sekitar 80 Undang- Undang dan lebih dari 

1.200 pasal bisa direvisi sekaligus hanya dengan satu 

Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur multisektor. 

LINGKUNGAN HIDUP 

DAN UNDANG-UNDANG 

CIPTA KERJA 
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BAB 

7 MASALAH DAN PENANGANAN KEBENCANAAN DI INDONESIA 

 

A. Pengertian Bencana Alam  

Bencana dapat didefinisikan dalam berbagai arti 

baik secara normatif maupun pendapat para ahli. Menurut 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah 

peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat 

yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non 

alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 

kerugian harta benda dan dampak psikologis. 

Pengertian bencana dalam Kepmen Nomor 

17/kep/Menko/Kesra/x/tahun1995, adalah sebagai 

berikut : Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian 

peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, dan atau 

keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan 

manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, 

kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta 

menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan 

penghidupan masyarakat. 

Menurut Departemen Kesehatan RI (2001), definisi 

bencana adalah peristiwa atau kejadian pada suatu daerah 

yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian 

kehidupan manusia, serta memburuknya kesehatan dan 

pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga 

MASALAH DAN PENANGANAN 

KEBENCANAAN DI INDONESIA 
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BAB 

8 HUKUM LINGKUNGAN DALAM BINGKAI ADMINISTRASI, PERDATA DAN PIDANA 

 

A. Perangkat Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan 

Penegakan hukum adalah proses upaya tegaknya 

atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata 

sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan 

hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif 

maupun represif. Penegakan hukum preventif berarti 

´SHQJDZDVDQ�DNWLI�GLODNXNDQ�WHUKDGDS�NHSDWXKDQ�NHSDGD�

peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut 

peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa 

peUDWXUDQ� KXNXP� WHODK� GLODQJJDUµ�� 6DUDQD� KXNXP�

administratif yang bersifat preventif bertujuan 

menegakkan peraturan perundang- undangan.116 Dalam 

penanganan masalah-masalah lingkungan, penegakan 

hukum preventif melalui sarana hukum administrasi 

menduduki posisi yang penting, karena fungsinya yang 

bertolak dari asas penanggulangan pada sumber 

(abatement at the source principle).  

 

116  Listiyani, N., & Said, M. Y. (2018). Political law on the 

environment: the authority of the government and local 

government to file litigation in Law Number 32 Year 2009 on 

environmental protection and management. Resources, 7(4), 77. 
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